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PENDAHULUAN

A. Pengertian Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD/Wethoek van Koophandel/\WvK)

tidak memberikan pengertian mengenai Hukum Dagang. Oleh karena itu, definisi

hukum dagang sepenuhnya diserahkan pada pendapat atau doktrin dari para sarjana.

Berikut adalah beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian hukum dagang:

1.

3.

Purwosutjipto

Hukum Dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan
perusahaan (Purwosutjipto, 1991: 5).

R. Soekardono

Hukum Dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang
mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku 111
Burgerlijke Wetboek (BW). Dengan kata lain, Hukum Dagang adalah himpunan
peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan
perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum dagang
dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia
usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan (R. Soekardono, 1963: 17).

Achmad Ichsan

Hukum Dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-
soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan (Achmad
Ichsan, 1987: 17).

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara

sederhana pengertian Hukum Dagang adalah keseluruhan aturan hukum yang berlaku



dalam lalu lintas perdagangan atau dunia usaha yang bersumber dari aturan hukum yang

telah dikodifikasikan maupun yang ada diluar kodifikasi.

B. Hubungan Antara KUH Perdata dengan KUHD

Antara  Kitab  Undang-Undang Hukum  Dagang (Wetboek van
Koophandel/W.v.K) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek/BW) terdapat suatu hubungan yang erat. Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang merupakan species dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai genus.
Dapat pula dikatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan
ketentuan khusus, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan
ketentuan umumnya. Lebih lanjut disebutkan oleh Purwosutjipto bahwa hukum dagang
terletak dalam lapangan hukum perikatan, yang khusus timbul dari lapangan perusahaan
(Purwosutjipto,1999: 5). Oleh karena itu, dengan kata lain dapat pula dikatakan bahwa
hukum dagang merupakan hukum perdata khusus.

Bukti adanya hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tertuang pada pasal 1 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang yang menyebutkan bahwa:

”Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seberapa jauh dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan,
berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam kitab ini.”

Mengenai hubungan tersebut berlaku adagium “Lex Specialis Derogat Legi
Generale” yang berarti hukum khusus mengalahkan hukum umum atau dengan kata
lain hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Artinya bahwa apabila suatu
ketentuan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka ketentuan
yang mengatur hal yang sama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi

tidak berlaku.
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SUMBER-SUMBER HUKUM DAGANG

Hukum Dagang adalah keseluruhan aturan hukum yang berlaku dalam lalu lintas
perdagangan atau dunia usaha yang bersumber dari aturan hukum yang telah
dikodifikasikan maupun yang ada diluar kodifikasi. Dari pengertian hukum dagang
tersebut dapat diketahui bahwa sumber dari hukum dagang berasal dari aturan hukum
yang telah dikodifikasi dan ada pula yang di luar kodifikasi.

Sumber hukum dagang Indonesia yang telah dikodifikasi adalah:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),

KUH Perdata terbagi atas 4 (empat) buku/kitab, yaitu Buku | mengatur
tentang Orang (van Personen), Buku Il mengatur tentang Benda (van
Zaken), Buku 111 mengatur tentang Perikatan (van Verbintenissen), dan Buku
IV mengatur tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa (van Bewijs en
Verjaring). Bagian dari KUH Perdata yang mengatur tentang Hukum
Dagang ialah Buku 111 dan sebagian kecil dari Buku II.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),

KUHD terbagi atas 2 (dua) buku/kitab dan 23 (dua puluh tiga) bab. Buku I
terrdiri dari 10 (sepuluh) bab dan Buku II terdiri dari 13 (tiga belas) bab. Isi
pokok dari KUHD adalah sebagi berikut:

1. Buku I tentang Dagang Umumnya:

Bab | . Pasal 2, 3, 4, dan 5 dihapuskan.
Bab Il . Tentang pemegangan buku (Pasal 6 tidak berlaku
lagi).

Bab Il : Tentang beberapa jenis perseroan.



Bab IV

Bab V

Bab VI

Bab VII

Bab VIII

Bab IX

Bab X

Tentang bursa dagang, makelar, dan kasir.
Tentang komisioner, ekspeditor, pengangkut, dan
tentang juragan-juragan perahu yang melalui
sungai dan perairan darat.

Tentang surat wesel dan surat order.

Tentang cek, tentang promes, dan kuitansi
kepada pembawa (aan toonder).

Tentang reklame atau penuntutan kembali dalam
hal kepailitan.

Tentang asuransi dan pertanggungan
seumumnya.

Tentang  pertanggungan terhadap  bahaya
kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil
pertanian  yang  belum  dipenuhi, dan

pertanggungan jiwa.

2. Buku Il tentang Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari

pelayaran:

Bab |

Bab Il

Bab 111

Bab IV

Bab VA

Bab VB

Bab VI

Tentang kapal-kapal laut dan muatannya.
Tentang  pengusaha-pengusaha  kapal dan
perusahaan-perusahaan perkapalan.

Tentang nakhoda, anak kapal, dan penumpang.
Tentang perjanjian kerja laut.

Tentang pengangkutan barang.

Tentang pengangkutan orang.

Tentang penubrukan.



Selain sumber-sumber tersebut diatas, Hukum Dagang Indonesia bersumber pula
pada aturan hukum yang ada di luar kodifikasi, yaitu berupa peraturan-perundang-

undangan dan kebiasaan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi

Bab VII

Bab VIII

Bab IX

Bab X

Bab XI

Bab XIlI

Bab XIII

Tentang pecahnya kapal, perdamparan, dan
diketemukannya barang di laut.

Pasal 569-591 dihapuskan.

Tentang pertanggungan terhadap segala bahaya
laut dan terhadap bahaya perbudakan.

Tentang pertanggungan terhadap bahaya dalam
pengangkutan di daratan, di sungai, dan di
perairan darat.

Tentang kerugian laut (avary).

Tentang berakhirnya perikatan-perikatan dalam
perdagangan laut.

Tentang kapal-kapal dan perahu-perahu yang

melalui sungai-sungai dan perairan darat.

yang dimaksudkan antara lain adalah:

1.

2.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentangWajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undnag Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.



9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sedangkan untuk kebiasaan, merupakan salah satu sumber hukum yang dapat
digunakan apabila dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian tidak megatur
tentang sesuatu hal. Kebiasaan yang diikuti tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang atau kepatutan, diterima oleh pihak-pihak secara sukarela, mengenai hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi, serta terkait dengan perbuatan yang bersifat

keperdataan.



